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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara berdasar atas hukum yang memiliki berbagai macam
peraturan yang harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia. Dalam pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tujuan didirikan negara
Indonesia ini untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan
kehidupan bangsa. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga
negara melalui sistem pemerintahan dalam mendukung terciptanya penyelenggara
kualitas pelayanan publik. Ada peraturan tentang pelayanan publik diatur oleh
UU No 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) (dalam Hayat, 2017:21) menjelaskan

bahwa :

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas maka, kegiatan dalam rangka memenuhi
kebutuhan dasar dan hak sipil untuk setiap warga negara pemerintah berkewajiban
memberikan pelayananya dengan sebaik-baiknya kepada seorang sebagai
penerima pelayanan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas jasa publik,
barang publik, dan pelayanan administrasi. Maka dari itu dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan bentuk pelayanan prima diantaranya
senyum, ramah, sopan, cepat, terbuka, tepat, serta bertanggung jawab dalam
menjalankan proses nya.

Pada era globalisasi ini kondisi persaingan yang cukup ketat dan penuh
tantangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin hari masyarakat
semakin cerdas dan semakin memahami hak serta kewajibannya sebagai warga
negara Indonesia. Aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan
sebaik-baiknya pada masyarakat dan berorientasi terhadap
kebutuhan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari terutama dalam mendapatkan

pelayanan. Profesionalitas pelayanan ditunjang oleh sikap seseorang dan perilaku
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dalam pemberian layanan. Kualitas pelayanan terhadap masyarakat menjadi salah
satu tujuan terciptanya kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan, karena didasari
oleh suatu pemikiran bahwa layanan yang berkualitas cenderung akan memperkecil
tingkat pengorbanan, baik pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Menurut Barata
(2003:30) mengatakan bahwa ‘“Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan
kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain
atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Sedangkan
menurut Boediono (2003:60) berpendapat bahwa “Pelayanan merupakan suatu
proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan
kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.
Dalam bukunya manajemen pelayanan publik menurut Hayat (2017:22) dijelaskan
bahwa pelayanan berarti melayani secara sungguh-sungguh dalam prosesnya
kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya
dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Harapan semua masyarakat dalam proses kinerja yang dilakukan selalu
menginginkan tuntutan dalam pelayanan publik yang berkualitas dalam bentuk
pelayanan prima, meskipun keinginan tersebut tidak sesuai dengan harapannya
selama ini yang masih pelayanan nya selalu berbelit-belit serta lambat dan
mengeluarkan biaya mahal untuk kebutuhan. Kecenderungan seperti ini selalu
terjadi, karena masyarakat termasuk dalam pelanggan pelayanan publik, juga
memiliki kebutuhan dan harapan terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan
prima yang profesional. Sehingga yang terjadi dalam tugas pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah ialah bagaimana memberikan pelayanan prima yang
mampu memuaskan masyarakat menjadi keberhasilan dalam program pelayanan
prima.

Para pelaku bisnis menyebutkan adanya pelayanan prima menurut Barata
(2003:27) sebagai berikut :

a. Layanan prima yaitu pelayanan yang pelanggannya merasa penting.
b. Layanan prima yaitu pelayanan mengutamakan kepuasan pelanggan.
c. Layanan prima yaitu upaya layanan terpadu untuk kepuasaan

pelanggan terhadap kinerja yang diberikan.
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d. Layanan prima yaitu melayani pelanggan tampilan sikap ramah,
cepat, dan tepat.

e. Layanan prima vyaitu pelayanan optimal dan hasil kepuasan
pelanggan.

f. Layanan prima yaitu peduli seseorang terhadap pelanggan dengan
rasa puas terhadap penerima pelayanan.

g. Layanan prima yaitu menempatkan pelanggan nya sebagai mitra.

Selanjutnya terdapat kualitas pelayanan menurut Maddy (2009:8) dari

sejumlah definisi memiliki kesamaan diantaranya yaitu :

a. Kualitas adalah usaha untuk memenuhi harapan pelanggan untuk
hasilnya.

b. Kualitas adalah kondisi mutu yang terjadi perubahan setiap saat.

c. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan
produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi serta
melebihi harapan.

d. Kualitas itu mencakup seluruh produk, proses, jasa, barang,

manusia, dan lingkungan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penjelasan pelayanan
prima ialah pelayanan yang baik kepada pelanggan dengan mengutamakan layanan
dalam bentuk sebuah kepedulian oleh perusahaan atau pemerintah dengan
bertanggung jawab terhadap para pelanggan dengan berusaha memberikan
pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan
dalam mewujudkan kepercayaan pelanggan, agar mereka selalu puas dalam
pelayanan yang diberikan sehingga memiliki loyalitas tinggi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah suatu alat negara yang berperan
utama dalam memelihara keamanan serta ketertiban dilingkungan masyarakat
dalam menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan dan
pengayoman terhadap masyarakat dalam rangka terpelihara keamanan dalam negeri
Bersumber dari tingkat fungsi pemerintahan negara yaitu menyelenggarakan

peradilan dalam hakikatnya peran pelayanan publik dan termasuk dalam kewajiban
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umum kepolisian dibidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban di lingkungan
masyarakat dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Tugas kepolisian selalu berhubungan erat dengan tugas-tugas sosial lainnya
secara langsung pada kehidupan masyarakat. Selain fungsinya dalam lembaga
penegak hukum di Indonesia dan menjaga keamanan dikehidupan masyarakat,
kepolisian juga memiliki fungsi sebagai instansi yang memberikan pelayanan
administrasi terhadap seluruh masyarakat salah satunya yaitu pelayanan dalam
pembuatan SIM di pelayanan Kantor Satuan Penyelenggaraan administrasi SIM
dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima perspektif pada masyarakat untuk
mencapai kepuasan, transparan dan akuntabel.

Menurut peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat (2) tentang surat izin mengemudi (dalam http://www.si
m.korlantas.polri.go.id/download/PERKAP9_2012_SIM.pdf) menyatakan bahwa
yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM kepada masyarakat ialah
kepala kepolisian disetiap wilayah masing-masing dan di delegasikan kepada
kepala satuan lalu lintas. SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi seseorang
yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan
dalam mendapatkan SIM melalui administrasi, sehat jasmani dan rohani serta
memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraannya dengan
wajar. SIM juga berfungsi sebagai identitas pelengkap, dengan meminimalisir
kejahatan pencurian kendaraan yang sering terjadi belakangan ini.

Peranan pihak kepolisian khususnya fungsi dari unit pelayanan SIM sangat
diperlukan oleh masyarakat. Paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa
untuk membuat SIM prosesenya cukup rumit dalam mendapatkan SIM harus
melalui tes tertulis, dan praktek dilapangan. Bahkan sebagian masyarakat sekarang
ini lebih tertarik untuk membuat SIM dengan cara instan melalui jalan pintas sering
terjadi transaksi diluar administrasi, kemudian mereka bisa segera mendapatkan
SIM tersebut secara cepat tanpa harus melalui beberapa prosedur, karena pendapat
masyarakat tentang aktivitas polri dalam bidang pelayanan cenderung lebih banyak
yang bernada negatif dibandingkan dengan bersifat positif. Hal ini tercerminnya

dari banyak keluhan masyarakat tentang berbagai penyimpangan, baik dari segi
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biaya, ketidakpastian waktu, mutu produk yang diberikan masih adanya terjadi
kesalahan ketika pembuatan SIM seperti pengetikan nama serta pelayanan yang
diinginkan untuk mewujudkan kepuasan secara menyeluruh. Akan tetapi, peraturan
yang diterapkan memiliki sanksi yang tegas dalam melaksanakan suatu tugas yang
sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terdapat pelayanan kepada
masyarakat dalam pembuatan SIM ini memerlukan waktu tunggu lamanya proses
dari awal pembelian blanko pendaftaran sampai SIM tersebut diterima oleh
pemohon. Lamanya waktu pelayanan ini mengakibatkan terjadinya antrian dalam
proses pembuatan SIM berlangsung. Alur proses pembuatan SIM mulai dari
pembelian blanko pendaftaran SIM, tes kesehatan, pembayaran, pengisian formulir,
tes tertulis, tes praktek, foto sampai SIM tersebut jadi. Tidak jarang akan terjadi
antrian dalam tiap proses tersebut yang menjadi proses paling lama pada saat tes
tertulis dan tes praktek membutuhkan konsentrasi lebih yang bisa memakan waktu
lebih lama dari waktu yang telah ditentukan dalam proses pembuatan SIM.

Terkait dengan kualitas pelayanan prima dalam pembuatan SIM, terdapat
hasil-hasil dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karlina (2017)
(http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05) di Kantor

Polres Kota Bontang dengan judul “Pelayanan Administrasi Pembuatan Surat Izin
Mengemudi (SIM)” yang dapat disimpulkan bahwa di Kota Bontang sudah berjalan
dengan baik dalam pelayanan adminitrasi pembuatan SIM yang diberikan oleh
Aparatur Kepolisian Resor (Polres) hal ini dilihat, karena prosedur pelayanannya
yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat melalui persyaratan
pelayanan oleh petugas yang sudah menginformasikan pembuatan SIM secara jelas
kepada masyarakat melalui baliho yang terpasang di area pembuatan SIM.
Kecepatan pelayanan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh
Aparat Kepolisian walaupun terjadi keterlambatan penyelesaian pembuatan SIM
karena kendala teknis dan non teknis. Di Kota Bontang masih memiliki kendala
dalam pelayanan administrasi pembuatan SIM tersebut yakni peralatan yang kurang
memadai seperti komputer uji teori, tempat uji praktek.

Selanjutnya penelitian serupa juga dilakukan oleh Gusriani (2015) (http://ej
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ournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11)di Kantor Kepolisian
Resort Kota (Polresta) Samarinda dengan judul “Pelayanan Pengurusan Surat Izin
Mengemudi (SIM)” yang dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan pengurusan
SIM di Polresta Samarinda telah baik karena tidak berbelit-belit. Waktu
penyelesaian pelayanan pengurusan SIM belum dikatakan baik, karena pelayanan
yang diberikan oleh para staf bisa dikatakan sangat lambat dalam waktu
penyelesaian setiap harinya sangat jauh dari SOP yang diberikan oleh produk
pelayanan pembuatan SIM yang digunakan untuk masyarakat yang diberikan
kepada Polresta Samarinda sudah dapat dikatakan baik untuk masa pakai 5 tahun.
Untuk data diri masyarakat yang ada di SIM sudah sesuai dengan data diri
masyarakat yang sah. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya baik seperti
komputer yang memadai baik secara kuantitas terlebih lagi untuk hal kualitas. Lalu
untuk kendaraan yang digunakan untuk proses ujian praktek juga kurang memadai.
Tetapi ada beberapa faktor yang menghambat dalam memberikan pelayanan
pembuatan SIM yaitu masih kurangnya jumlah staf yang ada di bandingkan dengan
jumlah masyarakat yang mengurus SIM sehari-harinya.

Kemudian, penelitian lain juga dilakukan Hidayati (2014) (http://eprints.u
pnjatim.ac.id/5080) di Kepolisian Resort Mojokerto dengan judul “Efektifitas
Pelayanan Pembuatan SIM Dalam Perspektif Pengguna Pelayanan” yang dapat
disimpulkan bahwa Polres Mojokerto keefektifan nya menunjukkan masalah
karena sering terjadi dari masyarakat dalam pembuatan SIM kurangnnya waktu
dalam pelayanaan yang pelaksanaan ujian praktik dalam pembuatan SIM hanya
terdiri dari angka delapan, putar balik dan garis lurus yang ada dipolres setempat.
Hal ini karena Polres Mojokerto tidak sesuai dengan peraturan kepala kepolisian
Indonesia. Pelayanan SIM didaerah ini dijalan Gajah Mada, pelayanan yang di
selenggarakan oleh Polres Mojokerto hanya melayani pelanggan dari masyarakat
yang berdomisili diwilayah Mojokerto yang meliputi Polsek-polsek termasuk
dalam kekuasaan wilayah Polres Mojokerto itu sendiri.

Dengan demikian, dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan
bahwa Hukum itu penting diterapkan agar masyarakat patuh dalam menjalankan

aturan baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Kepolisian RI ini sangat penting
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bagi masyarakat dalam mengatur keamanan, ketertiban, pengayoman,
perlindungan, serta penegak hukum dalam pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat oleh aparatur kepolisian. Kesadaran hukum itu penting pada dasarnya
ada pada diri setiap manusia. Setiap orang dianggap mengerti akan undang undang
yang berlaku, supaya manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk
melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya
disekelilingnya. Masyarakat dilindungi oleh pemerintah dalam adanya kejahatan
yang terjadi di kalangan masyarakat dengan adanya aturan pemerintah dan sanksi
yang tegas untuk masyarakat yang melanggar peraturan dalam kehidupan nya
sehari-hari yang sering terjadi pada saat berkendaraan setiap orang harus memiliki
SIM untuk masyarakat yang telah memenuhi syarat dalam pembuatan SIM, karena
masyarakat sudah patuh dalam aturan yang telah diterbitkan oleh kepolisian.
Penanaman nilai-nilai dan norma yang kita miliki akan adanya kesadaran hukum
yang dapat mempersatukan kehidupan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat
umum secara formal yang sedang mengurus SIM berinisial D, pada tanggal 29
Maret 2018 pukul 08.05 WIB di Polres Pangkalan Balai, diketahui bahwa
memperoleh informasi dalam proses pembuatan SIM itu mudah karena sekali ikut
tes langsung lulus melalui jalur yang sesuai prosedur yaitu harus memenuhi
persyaratan seperti fotopy KTP, tes kesehatan, administrasi, ujian materi, uji
praktek di lapangan serta pas poto 3 lembar dan KTP asli yang sah untuk pencetakan
SIM. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur kepolisian baik karena keadaan proses
pembuatan SIM saat itu masih pagi dan tidak ada jasa perantara yang dilakukan
oleh aparatur kepolisian. Penyelesaian waktu dalam pencetakan SIM langsung jadi
di hari tersebut karena data yang telah di penuhi sudah di input semua untuk selesai
dalam mendapatkan SIM.

Selanjutnya peneliti lakukan wawancara kembali kepada masyarakat umum
yang sedang mengurus SIM yang berinisial M, tanggal 23 April 2018 pukul 10.00
WIB di Polres Pangkalan Balai, dikatakan bahwa dalam proses pembuatan SIM itu
sulit dan berbelit-belit yang sudah mengikuti tes dalam pembuatan SIM sebanyak

3 kali proses mengalami kegagalan pada tahap tes tertulis dan tes praktek yaitu
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dalam menyelesaikan soal yang diberi waktu hanya 10 menit dan mengemudikan
kendaraan motor bukan matic, selanjutnya kendala yang dialami pada
administrasinya sering terjadi jaringan yang tidak mendukung yang memerlukan
waktu lama dan tenaga saat proses pembuatan SIM, maka yang didapat masyarakat
belum terlalu puas dengan pelayanan bagian SIM. Hal itu tampak dalam lamanya
proses waktu mengantri pembuatan SIM terdapat birokrasi yang terlalu rumit untuk
pembuatan yang bisa selesai dalam satu hari, namun kenyataan nya bisa sampai tiga
tahap yang membutuhkan waktu tiga minggu untuk kategori tidak lulus ujian
bahkan kalau tidak lulus ujian akan mengulang minggu depan sampai tiga kali dan
harus mendaftar ulang dengan biaya yang dikeluarkan pada setiap tes yang
dilakukan serta jarak antara tempat tinggal dengan polres sangat jauh yang
membutuhkan waktu perjalanan antara 2-3 jam lebih. Komitmen aparat dalam
melakukan pelayanan pembuatan SIM kurang mencerminkan keadilan untuk
masyarakat dalam mengurus SIM lebih cenderung menggunakan jasa perantara
sebab kondisi yang dijalankan lebih cepat dan mudah untuk memiliki SIM tanpa
harus menjalani bermacam-macam prosedur dan menunggu waktu yang cukup
lama. Pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat terdapat sikap
berbagai petugas yang tegas dalam menangani proses pembuatan SIM. Oleh karena
itu hasilnya pun belum terlalu puas dan masyarakat memilih jalan pintas untuk
mendapatkan SIM dengan mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal tertentu.
Berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh para peneliti dengan masalah
di atas, Maka peneliti mengambil kesimpulan dan tertarik akan melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Prima Pada Satuan
Penyelenggaraan Administrasi Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di

Polres Pangkalan Balai”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari
penelitian ini yaitu bagaimanakah kualitas pelayanan prima pada satuan

penyelenggaraan administrasi dalam pembuatan SIM di Polres Pangkalan Balai ?
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1.3 Tujuan Penelitan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu
untuk mengetahui kualitas pelayanan prima pada satuan penyelenggaraan

administrasi dalam pembuatan SIM di Polres Pangkalan Balai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi rumusan masalah dan tujuan
penelitan di atas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis
maupun praktis.
1.4.1 Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk memberikan ide
gambaran yang jelas dan menambah pemikiran informasi dalam mengembangkan

ilmu pengetahuan mengenai kualitas pelayanan SIM di Polres Pangkalan Balai.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat secara praktis bagi :
1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan informasi kepada
masyarakat dalam rangka memahami kualitas pelayanan prima dalam pembuatan
SIM di kantor Polres Pangkalan Balai.
1.4.2.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan menjadi
bahan referensi penelitian lanjut untuk semua pihak mengenai kualitas pelayanan

dalam proses pembuatan SIM.
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